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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.  Analisis terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian 

pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa kebijakan opsen 

Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu telah 

memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini 

pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat 

kemandirian fiskal pemerintah daerah tanpa menambah 

beban pajak baru bagi wajib pajak. Namun demikian, 

dalam praktik pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah 

kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat 

terkait konsep opsen pajak, persepsi adanya beban pajak 

yang meningkat, serta belum optimalnya transparansi dan 

sosialisasi kebijakan oleh pemerintah daerah. Hal ini 
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berdampak pada tingkat kepatuhan dan penerimaan 

kebijakan oleh masyarakat Kota Bengkulu, sehingga 

efektivitas kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor 

belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. 

2. Kajian Siyasah Idariyah terhadap Kebijakan Opsen Pajak 

Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu. Dtinjau dari 

perspektif siyasah idariyah, kebijakan opsen Pajak 

Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu pada dasarnya 

sejalan dengan prinsip pengelolaan pemerintahan dalam 

Islam, khususnya prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, 

dan akuntabilitas. Kebijakan ini dapat dibenarkan 

sepanjang bertujuan untuk kepentingan umum dan 

digunakan bagi peningkatan pelayanan publik serta 

kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut belum 

sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan 

kemaslahatan sebagaimana yang ditekankan dalam 

siyasah idariyah, terutama ketika masyarakat belum 

merasakan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan. 
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Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan 

transparansi pengelolaan hasil opsen pajak, memperkuat 

akuntabilitas penggunaan dana, serta memastikan bahwa 

kebijakan fiskal yang diterapkan tidak memberatkan 

masyarakat dan benar-benar berorientasi pada 

kemaslahatan umat. 

B. Saran 

1. Pemerintah Kota Bengkulu perlu meningkatkan 

transparansi dan sosialisasi terkait kebijakan opsen Pajak 

Kendaraan Bermotor, baik melalui media massa, forum 

publik, maupun layanan daring, agar masyarakat 

memahami dasar hukum, tujuan, dan manfaat dari 

kebijakan tersebut. 

2. Penggunaan dana opsen sebaiknya difokuskan pada 

pembangunan infrastruktur prioritas yang langsung 

dirasakan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan fasilitas 

transportasi, disertai dengan pelaporan realisasi anggaran 

secara berkala untuk memperkuat kepercayaan publik. 
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